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BAB XIII

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 26

(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu)
tahun kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi ketenagakerjaan meliputi:

penggunaan TKA;

b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja
Pendamping TKA,;

c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada
Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan

d. laporan keberadaan.

(2) Pemberi Kerja TKA wuntuk pekerjaan yang bersifat
sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan
TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah
berakhirnya perjanjian kerja kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

(3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan
untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau
diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

(4) Penyusunan Laporan Pemberi Kerja TKA dan laporan
berakhirnya penggunaan TKA disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pejabat yang ditunjuk menyediakan data TKA yang
dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring dan dapat
diakses oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan Daerah
melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

(1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam
penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan
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pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam
penggunaan TKA;

c. penyusunan analisis pasar kerja  terhadap
penggunaan TKA;

d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap
kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang
diduduki TKA; dan/atau

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan
TKA.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat
Pemeriksaan

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
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c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat aparatur sipil negara tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
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identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan yang
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 06), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
SUYATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala B Hukum,

M.‘&S

NIP. 19710615 200312 1 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR
14-2/2023.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

UMUM

Pelayanan Pengesahan PTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja
di Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan
pembangunan daerah. Investasi merupakan salah satu strategi utama
guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu menciptakan
perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia
sebagai pelaku dan tujuan pembangunan daerah.

Penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA wajib dilaksanakan
melalui DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah
Daerah melalui Retribusi Penggunaan TKA. Prinsip dan sasaran dalam
penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan
RPTKA perpanjangan.

Pelaksanaan kebijakan Retribusi yang sesuai dengan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah serta dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing guna
meningkatkan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA serta untuk
mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
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Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
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